BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah

Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan

Anak dari Tindak Kekerasan Seksual serta analisis Fikih Siyasah terhadap

peraturan tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai

berikut:

1.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014
pada dasarnya sudah memiliki landasan regulatif dan kelembagaan yang
kuat melalui DP3AP2KB dan UPTD PPA sebagai pelaksana layanan
perlindungan perempuan dan anak. Namun efektivitas implementasi
masih belum optimal karena sejumlah hambatan struktural dan teknis.
Keterbatasan SDM profesional, sarana-prasarana layanan yang belum
memadai, minimnya anggaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi
menyebabkan berbagai standar pelayanan seperti respon cepat,
pemeriksaan medicolegal, pendampingan psikososial, hingga pemulihan
jangka Panjang tidak berjalan secara ideal. Selain itu, faktor kultural
seperti stigma sosial, rasa malu, dan budaya patriarki turut melemahkan
pelaporan dan menghambat korban memperoleh layanan secara penuh.
Dengan demikian, meskipun Perda telah menyediakan kerangka

perlindungan yang komprehensif, realisasi di lapangan masih bergantung
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pada penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan mekanisme rujukan,
serta peningkatan literasi masyarakat.

2. Dalam perspektif Fikih Siyasah Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor
05 Tahun 2014 sejatinya telah mencerminkan prinsip maslahah dan
keadilan (‘adl) melalui upaya perlindungan jiwa, kehormatan, dan
keselamatan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Perda ini
telah selaras dengan magashid syariah karena mengatur pencegahan,
penanganan, perlindungan darurat, dan pemulihan korban. Namun
manfaat dan perlindungan yang diharapkan masih bersifat teori dan
belum sepenuhnya dirasakan secara nyata oleh para korban.
Keterlambatan layanan, kurangnya tenaga ahli, hubungan antarlembaga
yang tidak sinkron, serta ketimpangan akses layanan menunjukkan
bahwa prinsip keadilan belum diterapkan secara merata bagi semua
korban. Dengan demikian, dari perspektif Fikih Siyasah implementasi
Perda masih memerlukan penguatan SDM, alokasi anggaran yang
memadai, SOP terpadu, dan edukasi sosial agar tujuan kemaslahatan dan
keadilan dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik perlindungan
perempuan dan anak di Kota Bengkulu.

B. Saran
Pemerintah Kota Bengkulu perlu memperkuat kualitas implementasi

Peraturan Daereah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 dengan

meningkatkan kapasitas SDM profesional, menyediakan sarana dan prasarana

layanan yang lebih memadai, serta memastikan ketersediaan anggaran yang
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konsisten untuk mendukung seluruh proses penanganan korban. Selain itu,
diperlukan penyusunan SOP terpadu dan peningkatan koordinasi lintas sektor
agar mekanisme rujukan antara UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, sekolah,
dan lembaga lainnya dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Upaya edukasi
masyarakat juga harus diperluas untuk mengurangi stigma dan mendorong
keberanian korban dalam melapor. Dari perspektif Fikih Siyasah, pemerintah
perlu memperkuat penerapan prinsip maslahah dan keadilan secara nyata
dengan menjamin layanan yang aman, responsif, dan tidak diskriminatif
sehingga manfaat dari Perda tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar

dirasakan oleh seluruh perempuan dan anak korban kekerasan seksual.
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